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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kerangka Teoris 

 

Perilaku pemilih dalam menetukan pilihannya dalam pesta demokrasi di 

Indonesia masih didominasi oleh pengaruh primordialisme dan pragmatis 

ketimbang visi dan misi yang diusung oleh para kandidat, pengaruh ini masih 

sangat kuat sehingga para kandidat yang menggunakan cara pendekatan 

primordialisme dan pragmatis dipastikan mampu meraih suara yang signifikan. 

Kekerabatan ini mampu mengubah pilihan seseorang yang telah mempunyai 

pilihan sebelumnya karena faktor primordial ini.  

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih adalah ideologi, program, 

transaksional, ikatan emosional dan pilihan rasional. Untuk transaksional 

seringkali hanya berdasarkan atas untung rugi secara ekonomi sehingga 

mengalahkan pilihan rasional yang tersedia.  

Banyak hal yang dapat memepengaruhi pemilih dalam General Election, 

diantaranya Keadaan politik, sosial, ekonomi dan pendidikan, hal ini sangat 

menentukan prilaku pemilih dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan 

umum.  

Sangat mungkin bagi masyarakat untuk berperilaku rasional pada pilpres 

tahun 2009 di  kecamatan pangururan kelurahan pintusona.  

Masyarakat yang bersikap rasional ialah masyarakat yang memilih 

berdasar dari kalkulasi keuntungan dan kerugian yang dapat mereka terima, 

apakah dengan memilih calon A memberikan banyak kebaikan ketimbang 

memilih calon B yang hanya menawarkan sedikit keinginan dari pemilih.  

Rasionalitas didalam pemilu tidak terlepas juga dari tingkat pendidikan 

pemilih yang semakin meningkat serta kuatnya peran media yang memungkinkan 

masyarakat semakin rasional di dalam melakukan pilihan-pilihan politik.  

Pilihan merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum. Perilaku baik 

secara umum ataupun perilaku pada wilayah yang lebih spesifik seperti   
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perilaku politik, merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang cukup 

kompleks. Interaksi itu melibatkan banyak hal, mulai dari bentuk interaksi, 

karakter lingkungan dan juga karakter masyarakat.  

Dalam interaksi sosial, terdapat berbagai stimulus yang akan disambut dan 

dikelola oleh bangunan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Perilaku politik 

juga berupa proses yang melibatkan berbagai hal. Stimulus politik atau suatu 

fenomena akan ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung bangunan 

kognisinya. Pemahaman akan sesuatu merupakan bentukan proses yang panjang 

yang melibatkan lingkungan sosial yang memiliki pengaruh yang besar.  

Pemilihan presiden adalah sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat 

bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945 dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Presiden sebagai pemimpin  harus dipilih secara demokratis 

oleh masyarakat .  

 

1.   Pemilu 

 Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan 

arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi 

mendapat perhatian yang luas dari untuk menghasilkan kepemimpinan yang 

benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah 

satu sarana legitimasi kekuasaan. masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang 

demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah 

negara. Pemilu memiliki fungsi utama 

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem 

demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya 

terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para 

wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam 

sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam 

mewujudkan tegaknya demokrasi dan merea-lisasikan kedaulatan rakyat dengan 

prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia 

(luber).Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan 

kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk 
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mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, 

eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.  

Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara 

serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini 

menunjukkan bahwarakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri 

(Nurtjahjo, 2006). Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada 

dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka 

peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk 

menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap 

keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa . 

2. Hak pilih  

Dalam  pemilu  diakui  adanya  hak  pilih  secara  universal  (universal  

suffrage). Hak   pilih   ini   merupakan   salah   satu   prasyarat   fundamental   

bagi   negara   yang   menganut   demokrasi   konstitusional   modern. Pemilu 

merupakan institusionalisasi partisipasi dalam   menggunakan hak pilih. Hak pilih 

ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh  prinsip,  yaitu  umum  

(universal), setara  (equal),  rahasia  (secret),  bebas  (free)  dan  langsung  (direct), 

jujur dan adil (honest and fair). 

Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara tanpa 

memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, 

kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik-memiliki hak untuk memilih dan  

hak untuk dipilih dalam pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya 

kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. Prinsip kerahasiaan dalam 

hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui 

pilihan pemilih, yang dalam praktik diimplementasikan dalam bentuk keharusan 

tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan. 

Prinsip langsung dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat 

memilih secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada 

dasarnya hak pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisipatoris. 

Dalam konteks Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan 

dalam  berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia  (DUHAM) menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang berhak turut serta 



9 

 

 

dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan  

perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas 

kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan  negerinya; 

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah ; kemauan ini 

harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang 

dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan 

pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga 

menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”  

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 

28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1) Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “(3) Setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak memilih. Dalam Pasal 43 

dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”  

Hak memilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 

12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights 

(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR 

menyatakan bahwa “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan 

kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 

tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) Ikut dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih 

secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, 

dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui 

pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan 
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kemauan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di 

negaranya atas dasar persamaan”. 

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-

017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, 

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih 

(right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, 

undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, 

peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap 

hak asasi dari warga negara.” 

Sebenarnya jaminan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu 

sangat kuat. Namun demikian masih saja terdapat kendala dalam penggunaan hak 

pilih tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul dalam Pemilu 2019 adalah 

daftar pemilih yang tidak akurat dalam arti luas. Daftar Pemilih yang Akurat 

dalam arti luas di sini dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu cakupan 

(comprehensiveness) warga negara berhak memilih yang tercantum dalam Daftar 

Pemilih, kemutahiran Daftar Pemilih (Daftar Pemilih sesuai dengan keadaan 

mutahir : misalnya pemilih yang meninggal, pindah, atau tidak lagi berhak 

memilih tidak lagi tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi warga negara yang 

sudah berhak memilih pada hari pemungutan suara sudah tercantum dalam Daftar 

Pemilih), dan akurasi dalam arti penulisan nama, tempat dan tanggal, bulan dan 

tahun lahir (umur), jenis kelamin, dan alamat rumah sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

3. Partai  Politik  

 Partai poliltik adalah salah satu komponen yang penting dalam 

dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu 

cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen 

seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-

seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.  

 Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti 

kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata polities yang berarti warga 

negara, politike te ckne’ berarti kemahiran politik dan politike episteme yang 
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berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau 

mewujudkan cita-cita atau idiologi. 

 Orang pertama yang memperkenalkan kata politik adalah Aristoteles
 

melalui pengamatannya tentang “ manusia yang pada dasarnya adalah binatang 

politik”. Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan 

politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan 

melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam 

hal ini Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan 

kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang 

tertinggi adalah melalu interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka 

kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk 

membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski 

sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila 

dibandingkan dengan yang lainnya. 

 Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok 

yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan 

cita-cita yang sama. Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo, 

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 

pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota 

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Tujuan kelompok ini 

ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 

(biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan 

mereka. 

 Sigmund Neumann menyebutkan bahwa Partai Politik adalah 

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu 

golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. 

Batasan partai politik menurut RH Soltau dalam An Introduction to Politics 

ternyata sama dengan batasan yang diberikan oleh Raymond Garfield Gettel 

dalam Political Science.  
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 Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah 

organisasi dengan mana orang ataupun golongan berusaha untuk memperoleh 

serta menggunakan kekuasaan. Mengacu dari beberapa definisi mengenai partai 

politik, dapat diaambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan hasil 

pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk 

menjalankan program yang telah direncanakan. 

 

4. visi  dan misi 

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. 

Visi adalah bayangan tentang masa depan organisasi, baik itu perusahaan atau 

lembaga (H. Dawan Rahardjo, Wawasan dan Visi (Pembangunan Abad-21). 
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C. Defenisi Operasional 

1. Faktor Penentu  

Faktor Penentu adalah Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(memengaruhi) terjadinya sesuatu.  

2.  Pemilu 

 Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan 

arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi 

mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu 

yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan 

sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan 

yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan 

salah satu sarana legitimasi kekuasaan. 

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem 

demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya 

terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para 

wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam 

sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam 

mewujudkan tegaknya demokrasi dan merea-lisasikan kedaulatan rakyat dengan 

prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia 

(luber).Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan 

kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk 

mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, 

eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.  

Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara 

serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini 

menunjukkan bahwarakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri 

(Nurtjahjo, 2006). Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada 

dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka 

peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk 

menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap 

keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa . 

3. Pemilihan Presiden 
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Pengertian calon presiden yang dikutip dari glosarium.org yaitu : orang-orang 

yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi 

Pemilihan Umum sebagai peserta pemilihan presiden. Seseorang bisa 

mencalonkan diri menjadi presiden/wakil presiden di Indonesia harus memenuhi 

syarat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang 

Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebagai 

berikut: 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Warga Negara Indonesia 

sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena 

kehendaknya sendiri 3) Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah 

melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya 4) Mampu 

secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden 5) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 6) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang 

berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara 17 7) Tidak 

sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara 8) 

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 9) Tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela 10) Terdaftar sebagai Pemilih 11) Memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak 

selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 12) Belum pernah menjabat sebagai 

Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan 

yang sama 13) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 

Agustus 1945 14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 15) 

Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun 16) Berpendidikan paling 

rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan 18 (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat 17) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 
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Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam G.30.S/PKI 18) Memiliki visi, misi, dan program . 

4. Masyarakan  Pemilu  

Penduduk dan Warga Negara Pengertian penduduk dan warga Negara. 

Berdasarkan pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, pengertian penduduk 

adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. Sementara itu, warga negara berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) bahwa 

pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang 

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara. 

Sedangkan UU No. 6 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia menyatakan 

bahwa warga negara (baca pengertian negara) Republik Indonesia adalah orang-

orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 

Agustus 1945 telah menjadi warga negara RI.  

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap negara, bahwa adanya kebebasan 

untuk setiap orang berhak untuk memilih kewarganegaraan (every person has the 

right to choose citizenship), memilih tempat tinggal di wilayah negara (choose a 

place to stay in the country) dan meninggalkannya, serta memiliki hak untuk 

kembali (have the right to return) sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) 

UUD 1945. Pernyataan ini memiliki makna (meaning) bahwa orang-orang yang 

tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Pengertian 

penduduk adalah orang orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di 

wilayah negara itu, yang dapat dibedakan antara warga negara (citizen) dengan 

warga negara asing (foreign citizen) (WNA). 2. Pengertian bukan penduduk 

adalah orang orang lain yang tinggal dalam negara yang bersifat sementara sesuai 

dengan visa yang diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yang bersangkutan, 

contohnya turis. (www.apapengertianahli.com) 13 Berdasarkan UU No 8 tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 23, 24 dan 

25 dijelaskan istilah penduduk, warga negara Indonesia dan pemilih. Dalam pasal 

23 disebutkan, bahwa penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili 

di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri. Kemudian pasal 24, disebutkan 

bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 
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orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 

negara. Sedangkan pasal 25, dijelaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara 

Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau 

sudah/pernah kawin. Sedangkan definisi penduduk menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS), yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di 

wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka 

yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.  

 

5.  Partisipasi Masyarakat Dalam sistem Pemilu 

Partisipasi masyarakat sangat penting. Keberadaan partai politik sebagai 

peserta Pemilu menjadi salah salah satu penggerak partisipasi masyarakat untuk 

terlibat secara aktif dalam Pemilu tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud 

partisipasi masyarakat adalah partisipasi politik. Di mana yang yang dimaksud 

sebagai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk 

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Antara lain dengan jalan memilih 

pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 

memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan 

hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota 14 

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct 

actionnya dan sebagainya. (Miriam Budiardjo, edisi revisi, 2008).  

 Di Indonesia, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, seperti 

disebutkan di awal mengalami banyak fluktuasi dan dinamika. Mulai dari Pemilu 

pertama di Indonesia pada 1955, Pemilu-pemilu Orde Baru, dari 1971 hingga 

1997, serta pemilu-pemilu pada era reformasi hingga Pemilu terakhir tahun 2014. 

Pemilu 1955, tingkat partisipasinya mencapai 91 persen. 

 Pemilu Orde Baru tingkat partisipasi masyarakat rata-rata di atas 80 

persen. Namun pada Pemilu era reformasi mengalami penurunan. Tingkat 

partisipasi tertinggi di Indonesia terjadi pada Pemilu 1992, yang mencapai 95 

persen, atau 102,3 juta pemilih menggunakan hak pilihnya. (Miriam Budiardjo, 

edisi revisi, 2008).  
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Pada Pemilu legislatif tahun 2014 di tingkat nasional mencapai sekitar 75 

persen, sedangkan pada Pilpres menurun menjadi hanya 69 persen. Namun diakui, 

kualitas pemilu pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan dibandingkan 

pemilu-pemilu sebelumnya. Tingkat partisipasi ini menjadi salah satu indikator 

keberhasilan pemilu. Di mana semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin tinggi 

tingkat legitimasinya. Meskipun tingkat partisipasi pemilu itu sendiri tidak 

berbanding lurus dengan kualitas hasil pemilu tersebut.  

Dalam Peraturan KPU No 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa 

partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


